Menimbang

Mengingat

SALINAN

PROPINSI RIAU
BUPATI KAMPAR

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan KPK Nomor
07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara:

bahwa laporan harta kekayaan bagi Penyelenggara
Negara dan Aparatur Sipil Negara bertujuan untuk
mewujudkan  Penyelenggara Negara dan Aparatur
Sipil  Ncgara yang mentaati asas-asas umum
Penyelenggaraan Negara vang bebas dari praktek

korupsi, kolusi dan nepotisme:;

bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menctapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk

Teknis Penyelenggaraan Laporan Harta Kekayaan:

Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang
Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam
Lingkungan Daecrah Propinsi  Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 25;



(D

Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3581);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta

Kekayaan Penyelenggara Negara ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran

Daerah Kabupaten Kampar tahun 2016)
MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYELENGGARAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN.
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Menetapkan

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3581);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

S. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta

Kekayaan Penyelenggara Negara ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kampar (Lembaran

Daerah Kabupaten Kampar tahun 2016)
MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYELENGGARAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN.
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Pasal 1
Daerah adalah Kabupaten Kampar.
Bupati adalah Bupati Kampar.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya
disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara
Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh

Komisi Pemberantasan Korupsi.

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disingkat LHKASN adalah dokumen penyampaian daftar harta kekayaan
Aparatur Sipil Negara yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk
transparansi aparatur sipil negara yang dituangkan dalam formulir
LHKASN yang ditetapkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja

yang bekerja pada instansi pemerintah.
Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kampar

Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang membantu kelancaran

pelaksanaan penyelenggaraan pelaporan LHKPN Kabupaten Kampar.

Pasal 2

Tujuan Pengaturan Teknis Penyelenggaraan Laporan Harta Kekayaan,

meliputi :

a. Mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme
b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang

c. Untuk penguatan integritas aparatur

d. Untuk membentuk transparansi aparatur
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Bab II
LAPORAN HARTA KEKAYAAN
Bagian Kesatu
Pasal 3

Laporan Harta Kekayaan bagi Penyelenggara Negara dan ASN bertujuan
untuk mewujudkan Penyelenggara Negara dan ASN yang menaati asas —
asas umum penyelenggaraan Negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi

dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.
Bagian Kedua

LHKPN

Pasal 4
LHKPN diwajibkan kepada :
a. Pejabat Negara;
b. Pejabat yang memangku jabatan strategis dan rawan KKN;
c. Para Pengelola anggaran ; dan
d. Pengelolah Bagian Pengadaan Barang / Jasa

Pasal 5

Pejabat Negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 huruf a

meliputi :

a. Bupati;

b. Wakil Bupati ;dan

c. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kampar
Pasal 6

Pejabat yang memangku jabatan strategis dan rawan KKN sebagaimana

dimaksud dalam pasal 4 huruf b meliputi ;

a. Direksi, komisaris dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha
Milik Daerah;

b. Pejabat eselon I dan Il di lingkungan Pemerintah Daerah; dan

c. Auditor dan Pejabat Pengawas Pemerintah Daerah.



Pasal 7

Para Pengelola Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c

meliputi :
a. Kuasa Pengguna Annggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan

b. Bendahara di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 8
LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berisi laporan tentang :
a. data pribadi dan keluarga;
b. harta kekayaan;
c. penghasilan;
d. pengeluaran;
e. surat Kuasa; dan
f.  surat pernyataan
Bagian Ketiga
LHKASN
Pasal 9

(1) Setiap pegawai ASN yang tidak wajib LHKPN wajib menyampaikan
LHKASN

(2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Pejabat setingkat Eselon IlI; dan
b. Pejabat setingkat Eselon IV;
Pasal 10
LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berisi laporan tentang :
a. Data pribadi dan keluarga;
b. Harta kekayaan;
c. Penghasilan;
d. Pengeluaran ; dan

e. Surat pernyataan;



BAB III
TATA CARA PENYELENGGARAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 11

Dalam rangka melaksanakan Pengelolaan LHKPN dilaksanakan oleh
Tim Pengelola LHKPN.

Keanggotaan Tim Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri dari :

a. Pembina : Bupati

b. Pengarah : Sekretaris Daerah

c. Ketua : Inspektur Kabupaten Kampar.
d. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat

e. Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah

2.Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan

Sumber Daya Manusia
3. Bagian Hukum dan Ham

Tim Pengelola LHKPN dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh

Sekretariat Tim.

Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai

susunan sebagai berikut :

a. Sekretaris Inspektorat : Ketua merangkap
Anggota
b. Sekretaris BKPSDM : Sekretaris = merangkap
anggota
c. Kasubag Perundang - : Anggota
undangan Setda
Kampar

d. Kasubag Administrasi : Anggota

dan Umum



S.  Tim Pengelola LHKPN dan Sekretariat Tim sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} dan ayat (4) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 12

Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1)
mempunyai tugas sebagai berikut :

a.

Menyampaikan daftar Penyelenggara Negara dan ASN wajib LHKPN
kepada KPK:

Berkoordinasi dengan KPK dalam hal menyampaikan dan
pendistrtibusian formulir LHKPN kepada wajib LHKPN; dan

Melaksanakan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis

mengenai tata cara pengisian formulir LHKPN.

Pasal 13

Sekretariat Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut :

a.

b.

(1)

menyusun daftar nama-nama Penyelenggara Negara dan ASN yang wajib
mengisi LHKPN ;

menyampaikan formulir LHKPN kepada Penyelenggara Negara dan ASN
pada saat ditetapkan dan/atau pelantikan jabatan dan pada saat
mengakhiri masa jabatan dan/atau Terhitung Masa Tanggal pensiun

Penyelenggara Negara dan ASN yang bersangkutan; dan

. melakukan pemutakhiran data kepegawaian wajib LHKPN di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Kampar secara periodik setiap 1 (satu) tahun

sekali.
Pasal 14
Pengelolaan LHKASN dilaksanakan oleh Inspektorat

Dalam melaksanakan pengelolaan LHKASN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Inspektorat dibantu oleh Koordinator LHKASN yang

terdiri dari :
a. Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar

b. Bagian Hukum dan Ham Sekretariat Kabupaten Kampar



Pasal 15

Inspektorat dalam melaksanakan pengelolaan LHKASN sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas :

a.
b.

C.

memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN;
berkoordinasi dengan koordinator LHKASN;
melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN;

melakukan klarifikasi kepada wajib lapor, jika hasil verifikasi
sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ mengindikasikan adanya ketidak

wajaran;

melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, jika hasil klarifikasi
sebagaimana dimaksud pada huruf d mengindikasikan adanya

ketidakwajaran; dan

menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun kepada Bupati.

Pasal 16

PENYAMPAIAN LHKPN

LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada KPK

dengan tembusan kepada Tim Pengelola LHKPN

(1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib

menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu pada saat :

a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali
menjabat;

b. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah
berakhirnya masa jabatan atau pensiun ; atau

c. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara

negara.

(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan

dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat
pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan

sebagai Penyelenggara Negara.



Pasal 17
(1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan
secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang
diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 18

(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal
17 dapat diserahkan secara langsung atau melalui media lain yang
ditentukan oleh KPK

(2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
KPK yang sekurang-kurangnya memuat :

Nama

Jabatan

Instansi

tempat dan tanggal lahir

alamat

identitas isteri atau suami

identitas anak

B ® ™o e oop

jenis, nilai dan asal usul perolehan Harta Kekayan yang dimiliki

=

besarnya penghasilan dan pengeluaran

surat kuasa mendapatkan data keuangan

LY

k. surat kuasa mengumumkan Harta Kekayaan dan

l. surat pernyataan

(3) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
peraturan Gubernur ini.

(4) LHKPN merupakan dokumen Negara.



BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
MONITORING DAN EVALUASI LHKPN

Pasal 19

Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1)
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggara Negara dan
ASN yang wajib mengisi LHKPN.

Bagian Kedua
MONITORING DAN EVALUASI LHKASN
Pasal 20

(1) Inspektorat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan LHKASN,

(2) Evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
palling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

(3) Hasil evaluasi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada Bupati.

BAB V
SANKSI

Pasal 21

(1) Setiap Penyelenggara Negara berstatus ASN yang tidak melaksanakan
ketentuan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, huruf ¢, dan
huruf d yang berstatus ASN dikenakan sanksi disiplin tingkat sedang
atau berat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negari Sipil.

(2) Setiap ASN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (2), dikenakan sanksi disiplin tingkat sedang atau
berat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.



(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 22

Setiap pegawai dilingkungan Inspektorat yang menyalahi kewenangan
dalam melaksanakan tugas pengelolaan LHKASN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15, dikenakan sanksi administrasi.

Sanksi administrasi sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

Negeri Sipil.

BAB VI
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 23

Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) terlebih dahulu melalui proses sebagai
berikut :

Diberikan peringatan secara tertulis oleh atasan langsung ASN yang
bersangkutan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing — masing tenggat
waktu surat peringatan selama 1l(satu) bulan.

Apabila sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN dan
LHKASN maka kepada ASN yang bersangkutan diberikan sanksi

sebagaiamna dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat ( 2).

Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh
Inspektorat sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21
Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
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BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 24
Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tim dan secretariat tim Pengelolaan

LHKPN dan Pengelolaan LHKASN dibebankan dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja Dacrah Kabupaten Kampar.
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25
Bagi penyclenggara Negara dan ASN yang telah menduduki jabatan tetapi

belum menyampaikan LHKPN atau LHKASN maka penyampaian LHKPN dan
LHKASN dilakukan 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati Ini ditetapkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.
Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 21 Juni 2017
BUPATI KAMPAR,
ttd

AZIS ZAENAL

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 21 Juni 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ted
NURAHMI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2017 NOMOR 29
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Contoh Formulir
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN)

TAHUN 2017
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TATA CARA MELAPORKAN LHKPN DENGAN FORMIULIR FORMAT EXCEL

Formulir  LHKPN dengan format exce! dapat diunduh pada website KPK dengan alama: website
www.kpk.go.id/id/layanan-publik/Ihkpn/formulir-lhkpn ata. dapat ciminta meialui email yang ditujukan
kepada elhkpn@kpk.go.id dengar: judul email Permintaan Formulir LHKPN.

Sebelum melakukan pengisian agar membaca petunjuk teknis pengisian formulir LHKPN yang dapat diunduh
pada website KPX dengan alamat www.kpk.go.id/id/layanan-publik/Ihkpn/petunjukteknis-lhkpn.

Lakukan pengisian harta pada formulir LHKPN format excel yang telah diunduh dimulai dari Sheet | (Ringkasan
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) sampai dengan Sheet IV (Hutang). o
Apabila kolom isian harta tidak mencukupi sehingga memeriukan sheet tambahan, dapat dilakukan copy-sheet
pada sheet yang dibutuhkan dengan catatan tidak merubah nama sheet yang telah ada.

Caracopysheet: L |
a. _ Klik kanan sheet yang akan dicopy

. b piihMoveorCopy.. S L
- ¢ Pilih sheet setelah sheet yang akan dicopy
(0. Centang Createacopy
,,._V.-eﬂ OK . T . e - e . -
Setelah pengisian harta, penerimaan dan pengeluaran selesai dilakukan, dilanjutkan dengan pengisian lampiran
yang terdapat pada sheet lampiran 1 (Informasi Penjualan/Pelepasan Harta dan Penerimaan/Pemberian Hibah
dalam Setahun) sampai dengan lampiran 4 (Surat Kuasa). o N _ o
Setelah melakukan pengisian harta dan lampiran-lampiran, simpan file (Save-as) formulir LHKPN tersebut
dengan  format [Nama]-[NomorIndukKependudukan]-[TahunLapor].xIs Contoh:  Agus  Setiawan-
327512345678912-2017.xIs Kemudian file softcopy dalam format excel (.xlIs) tersebut dikirimkan melalui email
dengan alamat elhkpn@kpk.go.id dengan judul email PelaporanLHKPN. o
Khusus untuk sheet lampiran 4 mengenai Surat Kuasa, selain wajib diisi oleh wajib lapor, juga wajib diisi oleh
pasangan dan anak yang masih dalam tanggungan. Sheet lampiran 4 tersebut dapat dicopy sesuai dengan

IV.4 (Kas dan Setara Kas) segera dikirimkan melalui pos kepada KPK, dengan alamat:

7- ‘Komisi Pember_a_m_a_sgarr)_ Korupsi )

‘pendukung yang dimaksud telah diterima oleh KPK.

kebutuhan. 7 e L
‘Wajib lapor wajib mencetak dan menandatangani secara basah, khusus pada sheet:
3. Sheet | "Ringkasan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara”;

b._ Sheet Lampiran 3 “Surat Kuasa Mengumumkan (SKM) bermeterai Rp. 6000,";

”

¢. Sheet Lampiran 4 “Surat Kuasa (SKB) bermeterai Rp. 6000,-", wajib diisi sesuai nama dalam KTP dan
ditandatangani masing-masing oleh Penyelenggara Negara, Istri/Suami dan seluruh Anak Dalam
Tanggungan. Untuk keperluan tersebut, lembar Surat Kuasa dapat difotokopi atau diperbanyak sesuai
kebutuhan (disesuaikan dengan jumlah Istri dan Anak Dalam Tanggungan).

Dokumen yang telah dicetak dan ditandatangani sebagaimana point 8 diatas serta dokumen pendukung atas
kepemilikan harta pada lembaga keuangan sebagaimana dilaporkan pada sheet V.3 (Surat Berharga) dan sheet

, Difektbratiééﬁﬁéﬁ}réhHagi%e?ﬁé?ik;éa‘n LHKPN T

Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Setlabugl, ia_lgrla_ 13.950 :;ﬁ .

_Z\Babila KPK belum menerima dokumen yang dicetak pada point 8 dan doku—r‘ﬁénn;er}'c-iukﬁag atas kepemilikan

harta pada lembaga keuangan, maka dianggap belum melaporkan LHKPN sampai dengan formulir dan dokumen




JENIS LAPORAN

1. Gelar/ Nama/ Gelar

2. labatan/Unit Kerja
3. Sub-Unit Kerja/Lembaga

/L

_
_
-
4. Alamat Kantor i

I. RINGKASAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

1. HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN/ATAU BANGUNAN)

=]

HARTA BERGERAK (ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN)
3. HARTA BERGERAK LAINNYA
4. SURAT BERHARGA
5. KAS DAN SETARA KAS
6. HARTA LAINNYA
TOTAL HARTA
7. HUTANG

TOTAL HARTA KEKAYAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa

2. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggars Negara (LHKPN) ini Saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar, tanpa tekanan maupun paksaan dalam bentuk apapun dan oleh sizpapun. Apabila di
maupun pengurangan| harta kekayaan Saya dan keluarga Saya, maka Saya wajits melaporkan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan apabila dikemudian hari terdapat har
tanggurigan Saya tidak Saya laporkan, maka Saya bersedia untuk bertanggungjawak sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b.  Untuk memenuhi asas akuntabilitas dan transparansi, saya bersedia apabila lembar Ringhkasan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ini ditermnpatkan dalam media pengumuman KFK dan atau

f|p
R
Ry
Rp

Rp

Rp

"Laporan harta kekayaan ini sesuai dengan yang dilaporkan aleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar cleh Penyelenggara Negara atau sizpspun juga untuk menyatakan Sahwa harta v

ang

Form LHKPN-KPK-Versi 1.2
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II. DATA PRIBADI
AR 25 0 £ e T G AN E R
- s
1. Gelar/ Nama/ Gelar / b,
r..._ e S _— : e e i
2. NIK |
o et e -
3. No Kartu Keluarga l
4. NPWP Iﬁ Fot
5. Alamat Email Aktif I
L ——— e 2.
6. Kode area - No Telepon Rumah L i [
7. No Handphone Aktif art
8. Jabatan Lainnya/Rangkap Jabatan ~ :
a. Eselon "’ - O1 On Om Ow Non-Eselon
b. Sub Unit Kerja
C. Unit Kerja Eselon I/Setara
d. Lembaga
e. Alamat Kantor
Keterangan :
*) Apabila ada "*) Pilih salah satu

Form LHKPN-KPK-Versi 1.2




.

7
lll. DATA KELUARGA

— v
Lk

e A SN NN 4

-embar ini dopat diperbanyok secuai kebutuhan

Tempat -
N Lahir: 1
i i - . |_ .
L A=il il I
R s i S
- | | v |
Tempat
Nafng s Lahir:
(B P&
- i AL3 —— _|l.r||m _ L VSt P — e |
] ] | =
Tempat
Natia:: Lahir:
T = T+
— S — - ||.— = e PO - — 1 |
| ~ | ~| |

N LHKPN-KPK-Veersi 1.2
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V IV.2.1. HARTA BERGERAK (ALAT TRANSP7RTASI DAN MESIN)

Keterangan:

lenis " L Jenis Bukti * | !__
1 2 3 4 5 6
Merek Asal-usul Harta® OO00O000D0 e Rp Rp
Tipe/Model Atas nama” _ _
1 2 3 4
Tahun Pembuatan pemanfaatan OQO0C0C het
No Pol. / Registrasi Keterangan Lainnya
Jenis ¥ L Jenis Bukti * L H._ ’
1 2 3 4 5 &
Merek Asal-usul Harta™ 000000 s Rp o
Tipe/Model Atas nama”’ #
1. .32.3 4
Tahun Pembuatan Pemanfaatan E ket
No Pol. / Registrasi Keterangan Lainnya
— =
Jenis ™ ] Jenis Bukti * ]
1 2 3 4 5 6
Merek Asal-usul Harta” 000000 ke Rp Rp
Tipe/Model Atas nama®l —”_
1 2.3 4
Tahun Pembuatan pemanfaatan *' O0CO0OO0 ket
No Pel. / Registrasi Keterangan Lainnya
Sub Total/Total Rp =i

N Jemis Bukti: 1. BPKB/STNK 2. Lainnya

1 jamis Alat Transportasi/Mesin 1 1, Mobil Z. Motor 3. Kapal Laut/Perahu 4.Pesawat Terbang 5. Lainnya
U asal-usul Harta: 1. Hasil Sendirl 2. Warisan 3. Hibah dengan Akta 4, Hibah tanpa Akta 5. Hadiah 6. Lainnya Atas nama: 1. PN yang bersanghkutan 2. PasanganfAnak 3. Lainnya
fika dipilih kode 2 5.d. 6, wajib isi lampiran 1  pamnanfaatan: 1. Digunakan Sendirl 2, Tidak digunakan sendiri & merghasilkan 3. Tidak digunaian sandiri & tidak menghasilkan 4. Lainnya

Lembarini dopat diper k sesuoi kebutuh
¥

Form LHKPN-KPK-Versi 1.2




v

h |
IV.2.2. HARTA BERGERAK fz\INNYA

Jenis V! ' { Keterangan
1 23 4 5 6
Jumilah E] D D D D D Rp Rp
Satuan
Keterangan
" P et 2
Lol ! Keterangan
Jenis @ | | £
i 2 3 4 5 31
lumizh ogoooo o Rp Rp
Satuan
Keterangan
Jenis ! { | Keterangan
J 1 2 3 4 5 6
Jumlah (0 [ S T Rp Rp
Satuan .
Keterangan
Jenis D Keterangan
1 2 3 4 5 6
Jumlah o 4 1 I Rp Rp
Satuan
Keterangan
Sub Total / Total Rp
Keterangan: D ey

" Jenis Harta Bergerak Lainnya:

3 aeal-usul Harta: 1. Hasil Sendiri 2. Warisan 3. Hibah dengan Akta 4, Hibah tanpa Akta 5. Hadiah 6. Lainnya

Jika dipilih kode 2 5.d. 6, wajib isi lampiran 1
Lembar ini dopat diperbanyak sesuoi kebutuhon

1. Perabotan Rumah Tangga 2. Barang Elektronik 3. Perhiasan & Logam/Batu Mulia 4.Barang Seni/Antlk 5, Persediaan 6. Harta Bergerak Lainnya

wm LHKPN-KPK-Versi 1.2



U IV.3. SURAT BERH/ .\M.p

Jenis Y m Keterangan
1 2 3 4 5 6
Atas nama ¥ F m DDDD DD Rp Hp

Penerbit/Perusahaan

Custodian/Sekuritas

Jenis ! ml _ Keterangan
123 456
Atasnama”® | 0ooooo Rp Rp
Penerbit/Perusahaan
Custodian/Sekuritas
Jenis ¥ D Keterangan
1 23 456
Atas nama ¥ D aoo00o0Oo Rp Rp

Penerbit/Perusahaan
Custodian/Sekuritas

Jenis ! _H_ Keterangan

1234586

Atas nama ? D gooooo Rp Rp

Penerbit/Perusahaan

Custodian/Sekuritas

Sub Total / Total | Rp

Keterangan
" jenis Surat Berharga : 1. Efek yang diperdagangkan di Bursa (Listing) 2. Kepemilikan/Penyertaan di Perusahaan Non-Listing ' Atas nama: 1. PN yang bersangkutan 2. Pasangan/Anak 3. Lainnya
* Asal-usul Harta: 1. Hasil Sendiri, 2. Warisan, 3. Hibah dengan Akta, 4. Hibah tanpa Akta, 5. Hadizh, 6. Lainnya
Jika dipilih kode 2 s.d. 6, wajib isi lampiran 1
Lembar ini dapat diperbanyak sesvai kebutuhan
m LHKPN-KPK-Versi 1.2




[V.3. SURAT BERHARGA

\
> ;

Jenis 1 j Keterangan
i 12 3 456
— 0ooooo b
penerhit/Perusahaan
Custodian/Sekuritas
Jenis D Keterangan
N 3 23456
Atas nama * C BDDGDE Rp
penerbit/Perusahaan
Custodian/Sekuritas
Jenis ! D Keterangan
123456
Atas nama D oooond Rp
Penerbit/Perusahaan
Custodian/Sekuritas
Jenis V! D Keterangan
1 F 34 8 6
Atas nama ”’ D oooooo Rp
penerbit/Perusahaan
Custodian/Sekuritas

sub Total / Total

Keterangan :
¥ jenis Surat
% pcal-usul Harta: 1. Hasil Sendiri, 2. Warisan, 3,
Jika dipilih kode 2 5.d. &, wajib isi lampiran 1
tembar ini dopat diperbanyak sesuai kebutuhan

Berharga: 1. Efekyang diperdagangkan di Bursa (Listing) 2. Kepemilikan/P

Hibah dengan Akta, 4. Hibah tanpa Akta,

enyertaan di

5. Hadiah

perusahaan Non-Listing

6. Lainnya

3. Lainm

2. Pasangan/Anak

2 prasnama: 1. PN yang bersangkutan va

e

Form LHKPN-KPK-Versi 1.2



IV.4. KAS DAN SETARA KAS

Nama Bank/Lembaga :

Keterangan :

MNomor Rekening :

Atas nama ! _H_

2

3

1 3 4 5 6
OO0 aoa

1 2 3 4 & &
Keterangan : _ 1.._ ] ml_ —H D
Nomor Rekening ; Kurs
Atas nama ! _ _
1 i
Jenis D Nama Bank/Lembaga : Keterangan Mata Ua Incfoipsany (1000
1 2 3 4 5 6
Keterangan : 0 8 ﬁ; D E
Nomor Rekening : Kurs
Atas nama ¥ _U valen Rp
Jenis M _H_ Nama Bank/Lembaga : Keterangan In v (1
1 P 3 4 5 [
Keterangan : [ L O Ogd o
Nomor Rekening :
Atas nama *' D
Jenis " _H_ Nama Bank/Lembaga : Keterangan fviata Uang :

Kurs:

Saldo :

Ekuivalen Rp

Sub Total / Tetal

Rp

Keterangan:  Hasil usaha/Sewa

Lembar ini depat diperbanyok sesuoi kebutuhan

" Jenis Kas dan Setara Kas : 1. Uang Tunai 2. Deposito 3. Gire 4. Tabungan S. Lainnya

! Asal-usul Harta® 1. Hasil Sendini 2 Warisan 3. Hibah dengan Akta 4, Hibah tanpa Akta 5 Hadiah

6. Lalnmya

4 Atas nama: 1. PN yang bersangkutan 2. Pasangan/Anak 3 Lainnya

-

Form LHKPN-KPK-Versi 1.2



) IV.5. HARTA LAINT )

Keterangan
Jenis ! 1 2 3 4 5 6 Rp Ro
oo0odaoo
Keterangan
Keterangan .
Jenis ¥ 1 2 3 4 5 6 Rp Ro
Ao oa o
Keterangan
Keterangan
Jenis ! 1 2 3 4 5 6 Rp Rp
gbooogoag
Keterangan
Keterangan
Jenis ¥ 1 2 3 4 5 6 Rp Rp
OO0 008
Keterangan
Sub Total / Total Bp
Keterangan:
* jenis Harta Lainnya : 1. Piutang, 2. Kerjasama Usaha Yang Tidak Berbadan Hukum, 3. Hak Kekayaan Intelektual, 4. Dana Pensiun/Tabungan Hari Tua, 5, Unitlink

6. Sewa Jangka Panjang Dibayar Dimuka, 7. Hak Pengelolaan/Pengusahaan Yang Dimilikl Perorangan, 8. Lainnya
3 psal-usul Harta: 1. Hasil Sendiri, 2. Warisan, 3. Hibah dengan Akta, 4, Hibah tanpa Akta, 5. Hadiah, 6. Lainnya
Jika dipilih kode 2 s.d. 6, wajib isi lampiran 1

tembar inf dopot diperbonyok sesvoi kebutuhon

rm LHKPN-KPK-Versi 1.2



IV.6. HUTANG

Atas Nama A

Keterangan .

Jenis ¥ Rp

Atas Nama ¥

Keterangan

Jenis Rp

1

Atas Nama *

Keterangan

Rp

Jenis Rp

Atas Nama ”

N [ Y e O

Keterangan

Rp

Sub Total / Total

Rp

Keterangan :
" Jenis Hutang : 1. Hutang Konsumtif (KPR, Kendaraan, Karty Kredit, Multiguna) 2. Hutang Komerslal/Usaha/Xorparasi 3. Hutang Lainnya
! Atas nama: 1. PN yang bersangkutan 2, Pasangan/Anak 3. Lalnnya

Lembar ini dopat diperk k sesuai k

m LHKPN-KPK-Versi 1.2



V. INFORMASI PENERIMAA

lanuari s.d. Desember Tahun

TUNAI

A. PENERIMAAN DARI PEKERJAAN Penyelenggara Negara (PN) Pasangan PN
1. |Gaji dan tunjangan Rp Rp _.:”.l R
2. |Penghasilan dari profesi/keahlian Rp Rp Rp
3. [Honorarium Rp Rp Rp
4. |Tantiem, bonus, jasa produksi, THR Rp Rp Rp
5. |Penerimaan dari pekerjaan lainnya fip Rp Rp ,
SUB TOTAL Rp - Rp - Rp
B. PENERIMAAN DARI USAHA DAN KEKAYAAN o - I
1. |Hasil investasi dalam surat berharga Ry
2. |Hasil usaha/Sewa Rp
3. |Bunga tabungan/deposito, dan lainnya Rp
4 |Penjualan atau pelepasan harta Rp -
5. |Penerimaan lainnya Rp
SUB TOTAL Rp
C. PENERIMAAN LAINNYA - |
1. |Penerimaan hutang Rp ey
2. |Penerimaan warisan Rp - -
3. |Penerimaan hibah/hadiah fp - o
4. |Lainnya i e O . e
SUB TOTAL Rp .
TOTAL PENERIMAAN (A+B +C) Rp

Form LHKPN-KPK-Versi 1.2



VI. INFORMASI PENGELL RAN TUNAI

Januari s.d. Desember Tahun

A. PENGELUARAN RUTIN -
1 Biaya rumah tangga (termasuk transportasi, pendidikan, kesehatan, rekreasi, pembayaran kartu kredit) B
. B
2 |Biaya sosial (keagamaan, adat, zakat, infaq, sumbangan lain) Rp
3. |Pembayaran Pajak (PBB, kendaraan, pajak daerah, pajak lain) Rp
4. [Pengeluaran rutin lainnya Rp
SUB TOTAL| Rp
B. PENGELUARAN NON-RUTIN -
1. |Pembelian/perolehan harta baru Rp
2. |Pemeliharaan/modifikasi/rehabilitasi harta Rp
3. |Pengeluaran non-rutin lainnya Rp
SUB TOTAL| Rp
C. PENGELUARAN LAINNYA
1. |Biaya pengurusan waris/hibah/hadiah Rp
2. |Pelunasan/angsuran hutang Rp
3. |Pengeluaran Lainnya Rp
SUB TOTAL| Rp
TOTAL PENGELUARAN (A + B + C)| Rp

Form LHKPN-KPK-Versi 1.2



Jenis ! D

™ .
LAMPIRAN 1 - :aNOm_gbm_ PENJUALAN/PELEPASAN HARTA DAN 1N2mm_§>b2\vm§mmm§2 HIBAH DALAM SETAHUN

1) Jenis: 1, Penjualan Harta 2. Pelepasan Harta 3, Penerimaan Hibah 4. Pemberian Hibah

Lembar Ini dopat diperbanyak sesuai kebutuhaon

Nama
Keterangan Rp Alamat
14 - |||h|
Jenis © D Nama
Keterangan Rp Alamat
Jenis ¥ _H_ Nama
Keterangan Rp Alamat
1)
Jenis D Mama
Keterangan Rp Alamat
. 1) . .
Jenis D Nama
Keterangan Rp Alamat
Keterangan:

Form LHKPN-KPK-Versi 1.2

Halar




0 N\ .

4 o
LAMPIRAN 2 - INFORMASI PENERIMAAN FASILITAS/BENEFIT DALAM SETAHUN

Jenis !

Ket

Keterangan:
1 Jonis Fasilitas : 1. Rumah Dinas, 2. Biaya hidup, 3. Jaminan Kesehatan, 4. Mobil Dinas, 5. Opsi pembelian saham/surat berharga, 6. Lainnya

Lembar ini dapat diperbanyck sesuci kebutuhan

Form LHKPN-KPK-Versi 1.2 .



\l/ - - ——- . .
J R

v/

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : e
Tempat/Tanggal Lahir : /

Nomor KTP/NIK : S . S )
Alamat : o ‘ ‘ y

(selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa”).----

Dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada: et e amame e e mmnman e e e

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”), beralamat di ). Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, Indonesia, yang bertindak haik secara bersama < 0 o
sendiri-sendiri (selanjutnya disebut “Penerima Kuasa”).

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mengumumkan seluruh harta kekayaan Pemberi Kuasa yang dilaporkan kepada Penerima Kuasa dalam Berita Negara dan Tamt

Negara Republik Indonesia dan/atau media lain yang ditetapkan oleh Penerima Kuasa.

Sehubungan dengan itu Penerima Kuasa berwenang menghadap dan/atau menghubungi lembaga baik di tingkat pusat maupun daerah dan/ atau pejabat yang berwenang mos
pihak-pihak lain yang terkait, melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Penerima Kuasa sesuai dengan peraturan perunda
yang berlaku.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah 5 (lima) tabun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara e o
sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampuan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Penerima Kuasa.---- -

’

Pemberi Kuasa,

Meterai :
Rp. 6000,-

*) Coret yang tidak perlu ( !
Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah .
rm LHKPN-KPK-Versi 1.2 o




D) LAMPIRAN 4 - SURAT _)ASA

Yang bertanda-tangan di Bawah Ini tree e et e e .

Nama (sesuai dengan KTP)

Tempat/Tanggal Lahir : -
Nomor KTP/NIK
Alamat

(selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa”). e

Dengan ini memberi kuasa dengan hak sUbSHItUST K@Paga:---«s-----r e com et -

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”), beralamat di JI. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12950, indonesia, yang bertindak baik secara bersama - i -.
sendiri-sendiri (selanjutnya disebut “Penerima Kuasa”). e

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa: - . e e

SN

1. Mengetahui, memperoleh, memeriksa dan mengklarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/atau informasi keuangan Pembors v v,

L Lo B o Lo R VOO S USSR SR

a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;

b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintah yang terkait efek;

¢. Badan usaha dan/ atau perusahaan.

2. Mengetahui dan memperoleh laporan mengenai data keuangan Pemberi Kuasa yang berada namun tidak terbatas pada: e

a. Lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank;

b. Lembaga/ pihak/ profesif instansi pemerintah yang terkait efek;

¢. Badan usaha dan/ atau perusahaan.

Sehubungan dengan ity, Penerima Kuasa berwenang menghadap kepada semua lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank dan/ atau pejabat-pejobiat

v

berwenang maupun pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan-keterangan, dokumen-dokumen dan/ atau laporan setiap akhir tahun (baik asli maupun ‘ctacopy
Pemberi Kuasa, melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemberi Kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlshe -

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani kecuali apabila Pemberi Kuasa meninggal dunia atau setelah S {lima) tahun tidak lagi menjabat sebagai Penyelenggara Negara trhitung

sejak tanggal berakhirnya jabatan atau berada di bawah pengampuan atau setelah mendapatkan persetujuan tertulis mengenai pencabutannya dari Pencrima Kuasa.---

]

Meterai
Rp. 6000,-

tmdcccsnanvaad

preeren e ———

*) Lembaran ini dapat difotokopi dan diperbanyak sesuai dengan kebutuhan .
**) Coret yang tidak perlu ¢cC. )
Redaksi surat kuasa ini tidak dapat diubah

Form LHKPN-KPK-Versi 1.2



Lembar untuk KPK

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
i, Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama

Jabatan

Bidang

Lembaga

Tahun Pelaporan

Yang menerima,

Jabatan:

*) Tidak peru ditandatangani apabla LHKPN disampatkan

melalui emad ethkpn@kpk go.id

-
—

* Yang menyerahkan,

&) 4

Jabatan

Alamat

No. Telp. :

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

IIl. Runingan Persada Kav, 4

LEMBAR PENYERAHAN FORMULIR

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama

Jabatan

Bidang

Lembaga

Tahun Pelaporan

Yang menerima, * Yars menyer at

{ ) {

Jabatan : Jabatan

Alamat

*) Tidak perfu ditandalangan apabda LHKPN dsampaikan

No. Telp

melaiui emad ethkpn@kpk.ga.id

Farm LHKPN-KPK-Versi 1.2



Contoh Formulir
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil
Negara (LHKASN)

TAHUN 2017



INSTANE! PEERINTAK

SIFAT RAHASIA

L

w

FORMULIR LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

TAHUN 20XX

n

Tk purpagn

. Nama lengkap

‘.'\

Nomor KTP
Jenis Kelamin
Tempat/Tgl Lahir

DATA PRIBAD!

h L NPWP

5 Agama
8. Stalus Perkawinan
7 NIP
8. Pangkat Mulai tanggal
9. Jabatan hiulai tanggal
10. Unit Kerja
11. Alamal ;
- Kanlor
Kode Pos -
- Rumah
Kode Pos -
12. No. Telepon
I. HARTA KEKAYAAN
l.1. HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN BANGUNAN) Rp. -
12, HARTA BERGERAK (MOBIL, MOTOR, DLL) Rp. -
L3. SURAT BERHARGA Rp. -
1.4, UANG TUNA!, DEPOSITO, GIRO, TABUNGAN, DAN KAS LAINNYA Rp. -
1.5. PIUTANG (BARANG, UANG) Rp. -
SUB TOTAL HARTA Rp. -
1.6. HUTANG ) Rp. -
TOTAL HARTA KEKAYAAN Rp. .
Il. PENGHASILAN
.1, PENGHASILAN DAR! JABATAN (PER TAHUN) Rp. -
n.2. PENGHASILAN DARI PROFESI / KEAHLIAN (PER TAHUN) Rp. -
03, PENGHASILAN DARI USAHA LAINNYA (PER TAHUN) Rp. .
4. PENGHASILAN DARI HIBAH/LAINNYA Rp. -
I1.5. PENGHASILAN SUAMIISTRI YANG BEKERJA . Rp. -
TOTAL PENGHASILAN Rp. .
(6)={1+243+4+5)
nz. PENGELUARAN (PER TAHUN)
1.7.1.  PENGELUARAN RUTIN I3 Rp.
I.7.2.  PENGELUARAN LAINNYA ) Rp.
TOTAL PENGELUARAN (8) Rp. .
PENGHASILAN BERSIH Rp] -1
(6)- (8)
20xx

yang melaporkan

NIP
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FENGHASILAN DARI HIBAH / LAINNYA

Jenis Penghasilan

Alamat Pemberi Hibah

Total Penghasilan Bersih

(2)

(3)

(4)

JUMLAH

vinerda
CLUARGA

ATAISTRISUAMI

<-- Silahkan insert di sini

Nama IstrifSuami

Tempat/Tanggal Lahir Tempat/Tanggal Nikah Pekerjaan : Alamaf Rumah
f‘J_ (2) (3) (4) (5)
Nama Anak Tempat/Tanggal Lahir Jenis Kelamin Pekerjaan Alamat Rumah
(2) (3) (4) (5) - (6)

<-- Silahkan insert di sini
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AR /4 TDAK BERGERAK (TANAL DAN EANGUNAN) .
Adaiah hara berupa tanah dan bangunan yang didukung dengan bukti kepemilikan. Nilai harta tidak
bergerak ditetapkan berdasarkan NJOP.

HARTA BERGERAK (MOBIL, MOTOR, DLL}
Adatlah herta selain tanah dan bangunan seperli kendaraan bermotor, perabotan rumah tangga,
perhiasan, dil, dengan nilai berupa harga perolehan atau harga taksiran.

SURAT BERHARGA
Adalah harta berupa surat berharga seperti saham, reksadana, dsb yang dinilai berdasarkan harga.

UANG TUNAI, DEPOSITO, GIRO, TABUNGAN, DAN KAS LAINNYA
Dinilai sesuai dengan nilai yang tertara

PIUTANG (BARANG, UANG)
Adalah barang atau uang yang akan diterima dimasa yang akan datang berdasarkan kesepakatan.

HUTANG
Adalah barang atau uang yang harus dibayar dimasa yang akan datang berdasarkan kesepakatan.

PENGHASILAN

1.

2.

I.3.

1.4.

I.5.

PENGHASILAN DARI JABATAN (PER TAHUN)
Adalah penghasilan yang diperoleh dari gaji dan tunjangan.

PENGHASILAN DARI PROFESI / KEAHLIAN (PER TAHUN)
Adalah penghasilan lain yang diperoleh dari jabatan seperti Honor Narasumber, Honor Kegiatan/Tim,

PENGHASILAN DARI USAHA LAINNYA (PER TAHUN)
Adalah penghasilan lain yang berasal dari kegiatan di luar jabatan seperti pendapatan dari sewa.

PENGHASILAN DARI HIBAH/LAINNYA
Adalah penghasilan yang berasal dari pihak lain seperti warisan, pemberian, dsb

PENGELUARAN (PER TAHUN)

I.4.1. PENGELUARAN RUTIN
Diisi dengan perkiraan pengeluaran rumah tangga dan rutin lainnya seperti, biaya listrik,
air, transportasi, dan biaya hidup lainnya.

11.4.2. PENGELUARAN LAINNYA
Diisi dengan perkiraan pengeluaran selain pengeluaran rutin seperti, rekreasi, asuransi,
biaya pengobatan, dsb.

Dalam hal suami dan istri berstatus ASN maka harta dan pengeluaran dalam LHKASN
digunakan sama.



